


ABRSTRAK

Fernandez. 04 193 010, Konlik EliL Politik dalam Rekrutmen Caloo
Walikota dan Calon Wakil Walikota dari Parlal Golkar dalam Pilkada Kota
Padang Tahun 2008, Jurusan Tlmu Politik, Fakultas [mu Sesial dan Hmue Politik,
Universitas Andalas, Padang. 104 Hal, 14 Bukw, 2 Skripsi, 6 Artikel Koran, 5
Artikel Internet.

Terbentuknya partai politik berawal dari kesamaan visi dan misi diantara
anppotanya. Kehadiran partai politik vang ada saat ini menggambarkan pula schuah
konsekuensi dari sislem perwakilan politik modern sehingea partai politik menjadi salah
satu aktor penting dalam sebuah negara yang demokratis, Peran penting partai politk
dalam pemerintahan dewasa ini membuat partai politik tidak terlepas dan konflik
kepentingan terutama dari sudut internal partai. Salah sate konflik intemnal partai palitik
vang terjadi adalah konflik elit politik dalam rekrutmen cawako dan cawawaka dari
Pariai Golkar dalam pilkada Kota Padang tahun 2008,

Dialam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatit dengan
desain penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara
dan dokumentasi sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti memakar
proses riangulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan dengan leknik parposive
sampling.

Penelitian  ini mengacue  kepada teori konilik Ralf Daheendort dan
memodifikasi dari konsep-kensep vang lain, Aspek veng dilihar dalam penelitian ini
adalah jenis konflik, penycbab konflik dan penyelesaian konflik. Jenis kenflik merupakan
jenis konflik simetris (horizontal), vaitu konflik kepentingan diantara pihak-pihak vang
relatif sama. Berdasarkan hasil penelitian para aktor yang terlibat dalam konflik seperti
Yusman Kasim dan Yul Akhyari Sastra merupakan anggota internal Partai Golkar.

Penyebab konflik disebabkan oleh kemajemukan vertikal vang berarti
hahwa adanya struktur yang tepolarisasikan atas dasar kekuasaan yang mana DPD Partai
Golkar Kota Padang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam penetapan cawako dan
cawawake dari Parai Golkar. Akan tetapi cawako terpilih, Yusman Kasim menolak
disandingkan dengan cawawako terpilih dari Partal Golkar dan Yusman Kazim lebih
memilih berpasangan dengan Yul Akhyari Sastra dengan alasan calon yang potensial dan
masih muda. Ketidak komitan inilah vang pada akhimya mefahirkan konflik dalam
internal Partai Gaolkar.

Penyelesaian konflik diselesaikan dengan cara konsiliasi artinya semua
pihak vang bertikai berdiskusi dan berdebal scears terbuka serla mendalam untuk
mencapai kesepakatan tanpa ada pihak vang memonopoli pembicaraan atau memaksakan
kehendak. DPD Partai Golkar Kota Padang melalui rapat plene memutuskan uniek tdak
memperpanjang konflik, karena pada awalnya DPD Partai Golkar Kota Padang ingin
membawa konllik ini ke pengadilan, akan tetapi hal tersebut tidak jadi dilakukan
dikarenakan melihat kondisi Yusman Kasim yang sudab kalah dan Partai Golkar lebih
memfokuskan pada pemilu 2000,
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BARBI

PENDAHULLAN

A, Latar Belakang Masalah

Dengan diberlakukannya UL Mo 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan
Diaersh, maka setizp daerah mempunyai kewenpangan otonom untuk mengatur seria
menyelenggarakan pemerintahan di duerah.! Secara umum UL No. 22 Tahun 1999
tentang  Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan pada daerah-daerah dalam
mengatur rumeh langganya sendiri berdasarkan asas desentaralisasi. Karena sccard
struktur kepemerintahan, daerah merupakan perpanjangan tangan dan pusat.

Pemerintah pusat tidak lagi terbebani eleh persoalan-perspalan daerah vang
seharusnya bisa di atasi oleh pemerintah daerah sendiri. Dacrah dapat memberdayakan
sumber daya alam dan mensejahterakan masyarakat i daerah, karena pemerintah dacrah
diberikan daerah otonom dan kewenangan untuk mengalur pemetintahan di daerah serta
mengelola sumber-sumber pendapatan dacrah. Akan tetapi kehadiran UU No 22 Tahun
1999 tidaklah bertahan lama dikarcnakan kepala daerah masih dipilih sekaligus
bertanggung jowab pada DPRD, ini merupakan salah satu sisi negabif dari UU terscbut

vang belum sesuai dengan tuntutan reformasi yang lebih demokratis, adil dan sejahtera.

' Rozali Abdullah, peloksanaan ofonomi ias dengoi pemilihan kepala doeral secara langsung, PT Rajn
Grafindo Persada, Takarta , 20035, him, 1.



Olech sehab itu diadakan revisi atau penyempurnaan melalui UL No 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Lindang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
pada pasal 36 avat | dinyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala dacrah dipilih
dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, behas, rahasia, jujur dan adil Sedangkan pada avat 2 {dua), pasangan
calon sehagaimana vang dimaksudkan pada ayat | (satu) disjukan oleh partai politik atau
pabungan partai politik (koalisi).

Akan tewapi pasal 56 awat {2) direvisi sesusi dengan ketetapan Makamah
Kostitusi (MK) yang mengabulkan calen dari persecrangan ikot scrta dalam pemiliban
kepala daenh. Pasal 56 avat 2 vang berbunyi. "Pasangan calon schagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai poliik™ dibapus
selurulimya karena menjadi penghalang bagi calon perseorangan ikut dalam pilkada. dan
pasiel 36 pun berbunyi tanpa ayal.

Pemilihan  kepala dagrah dan wakil kepala daerah secara  langsung
merupakan bentuk tindakan nyata dari UL 32 tahun 2004, Masyarakat bisa memilih
secara langsung wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislacif dan eksekutif
di dacrah, baik itu dalam pemiliban Gubernur, Walikota, atavpun Bupati melalui partai
politik dan gabungan partai politik (koalisi) ataupun melzlui calon perseoran gan.

Sedangkan partai politik ataw koalist yang dapat mengajukan pasangan calon
adalah yang memiliki minimal 15 % kursi DPRD atau 15 % dari skumulasi perolehan

suara sah dalam pemiliban angeota DPRD di daeah bersangkutan.’

T' [indang-{indang No 32 Tahun 2004, fentang Pemecintahon Daseak posoel 36 avar L
¥ Peratiuran Pemeringah Republih Tadonesia No & Tamen 2005 Tentang © Pemilikan. Fenpesahan
Pemranpkaien, dan Pemberfention Kepola Dierat dan Wokil Kepale Ozerak.
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BAB Y1

PENUTUP

A, Kesimpulan

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sccara  langsung
merupzkan bentuk tindakan nyvata dari UU 32 tabun 244, Masvarakat bisa memilih
secara langsung wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatil dan eksekuonf
di daerah, baik itu dalam pemilihan Gubernur, Walikota, ataupun Bupati melalui partai
politik dan gabungan partai politik (kealisi) ataupun melalui calon persecrangan.
Sedanokan partai politik atau koalisi yang dapat mengajukan pasangan calon adalah yvang
memiliki minimal 15 %% korsi DPRD atau 15 % dari akumulasi perelehan suara sah dalam
pemilihan anggota DPRD di dacah bersanghutan.

Berdasarkan hasil pemile legislatitt Partai Golkar seharusnya berhak
menelapkan pasangan cawako dan cawawako dalam pilkada Kota Padang, hal ini
dikarenakan Partai Golkar memiliki kursi di parlemen vang mencukupi untok mengusung
calon sendicl. Sebagaimana syvarat yang telah ditetapkan untuk mengusung calon satu
paket {wako dan wawako) dari suatu partai harus memperoleh perolehan suara sebesar 13
% pemilu legislatit' dan minimal memiliki kursi di legislatif’ sebanyak 7 kursi. Sedangkan
Parai Golkar memiliki 8 kursi di legislatf dan memperoleh perolehan suara pasca pemilu
legislatil 2004 sebesar 63,173, artinya syarat 13 % hasil perolehan suara sudah terpenuhi
aleh Partal Golkar. Akan tetapi Partai Golkar dalam pilkada Kota Padang tahun 2008
tidak jadi mencalonkan calon sendiri dari partai tersebut dikarenakan terjadi konflik

internal dalam Partai Golkar.
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